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UMUM

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk
mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam
perannya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi
sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena memiliki
nilai ekonomis, nilai sosial budaya dan religius.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap
lahan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang masih
sekitar 1,49 persen per tahun, sementara luas lahan yang ada relatif tetap,
produktivitas lahan pertanian pangan mengalami pelandaian (leveling off)
serta kompetisi pemanfatan lahan untuk pembangunan, termasuk
pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga ketersediaan
lahan untuk memenuhi kecukupan pangan nasional semakin terancam.
Selain itu, rata-rata penguasaan lahan pertanian pangan oleh petani makin
sempit disebabkan oleh pewarisan kepemilikan lahan, terjadi juga
persaingan yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara
sektor pertanian dan non-pertanian. Dalam keadaan seperti ini, apabila
paradigma dan sudut pandang para pemangku Kkepentingan dalam
perencanaan pemanfaatan ruang hanya terfokus pada nilai ekonomi sewa
lahan (land rent economics), maka tidak ada 'keseimbangan pembangunan
pertanian dengan pembangunan sektor lainnya. Keadaan demikian ini akan
berpengaruh terhadap penurunan daya dukung lahan dan lingkungan. Hal
itu terlihat dari makin meningkatnya laju besaran alih fungsi lahan
pertanian dari tahun ke tahun. Alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-
pertanian dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 diperkirakan seluas
110.000 (seratus sepuluh ribu) hektar/tahun.
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Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan
tidak langsung dan berimplikasi serius berupa dampak negatif terhadap
produksi pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di
bagian hulu dan sekitar lahan yang dialihfungsikan tersebut.
Permasalahannya semakin kompleks, terutama lahan pertanian pangan
subur terdapat di Pulau Jawa yang dimanfaatkan untuk berbagai
kepentingan sektor, sementara lahan-lahan di luar Pulau Jawa belum
dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian pangan karena tingkat
kesuburan tanah rendah dan keterbatasan infrastruktur. Dengan demikian
alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas
memproduksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk
pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan
budaya pertanian, dan secara perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian
pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi
dengan pengendalian alihfungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan
masyarakat. Oleh karena itu, penetapan Ilahan pertanian pangan
berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan
merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis.

Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alih
fungsi lahan pertanian, terutama lahan sawah beririgasi sudah banyak
diterbitkan berupa peraturan perundang-undangan, akan tetapi
implementasinya tidak efektif karena peraturan perundang-undangan
tersebut tidak memuat sanksi pidana. Selain itu, Pemerintah dan
pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakannya.

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 26 dan Pasal 53
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan dan
menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mewujudkan
kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan
pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha
tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran
investasi infrastruktur pertanian. Peraturan Pemerintah ini mengatur
tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi
lahan pertanian pangan berkelanjutan.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3. ..
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Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kawasan perdesaan” adalah termasuk
kawasan perdesaan yang berada di wilayah kota.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hamparan lahan dengan luasan tertentu”
adalah hamparan lahan pertanian pangan dengan luas minimal 20
(dua puluh) hektar.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pangan pokok” adalah segala sesuatu
yang berasal dari sumber hayati baik nabati maupun hewani, yang
diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
Yang dimaksud dengan “sebagian besar masyarakat setempat”
adalah mayoritas jumlah penduduk yang ada pada suatu Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan
rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan muatan
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana tahunan
baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi,
dan kabupaten/kota.

Pasal 10 . ..
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Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “saran dan tanggapan dari masyarakat”
adalah meliputi masukan dari kelompok tani, P3A, penyuluh
pertanian, organisasi massa bidang pertanian dan petugas teknis
yang disampaikan melalui rapat koordinasi pembangunan
pertanian dan/atau pembangunan daerah secara hierarki dari
tingkat kabupaten sampai tingkat nasional.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22 . ..
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Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan kriteria kesatuan hamparan adalah
kriteria Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
didasarkan atas luasan lahan pada satu hamparan pada
skala ekonomi sehingga pertambahan produksi
menyebabkan biaya rata-rata menjadi semakin rendah
karena terjadi peningkatan efisiensi pengunaan faktor
produksi.
Huruf b
Yang dimaksud dengan kriteria kesesuaian lahan adalah
lahan-lahan yang sesuai diusahakan untuk tanaman
pangan pokok berdasarkan kelas kesesuaian lahan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “produktivitas” adalah kemampuan
atau daya dukung lahan untuk memperoleh hasil produksi
tertinggi per satuan luas dalam satuan waktu tertentu.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “intensitas pertanaman” adalah
frekuensi penanaman komoditi pangan pada suatu
hamparan lahan dalam satu tahun.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “ketersediaan air’ adalah kondisi
jumlah air yang tersedia yang dibutuhkan melalui
pengelolaan irigasi dan air serta tingkat curah hujan, untuk
mendukung kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan.

Hurufd. ..
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